BAB IV
ANAT,ISIS PERBANDINGAN PRNDAPAT ULAMA' TENTANG
MUDHARADAH DA PRAKTEK DEFPOSITO MUDHARABAH
DI BANK MUAMALAT INDONESIA JAKARTA

A.Tata Cara Akad

1. Cara Melaksanakan Akad

Pelaksanaan akad deposito mudharabsh dimulai
pada waktu pembukann rekening dengan pernyataan
percakapan antara colon nzzabah dengan custamer ser

vis tentang cara pembukaan rekening hingga sampail

te rjadi ijab gabul sebagaimana di bhawah ini:
- nacsabah menyerahkan uang dan bilyet depoaito

-~ teller menerima dan mencatetnya.

Setelanh meliha?t praktek yang ada dapat dike-
tahui bahwa pelaksanaan akad deposito mudharabah
berbentuk perkataan, tulisan dan perbuatan dan aksad
aksd yang dilakukan di atas merupékan kebiasaan yang
ada di bank.

Dalam hukum ¥slam akad itu dapat dilakukan
dengan bermacam-macam céra baik berupa ucapan, tuli
san atsu perbuatan dan tidak mensyaratkan dengan
lafadh tertentn, tetapi dengar bhentuk apa saja yang

menun jukkan makna mudharabah karena yang dimaksnd
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dalam akad ini adalah tujuan dan maknanya, ‘bukan

1

lafadh dan susunan katenya. ' ‘

Penjelasan di atas  sesuai dengan pendépaf
Imam Hanafi dan Hambali yang mensyaratkan shighat
Ijab qbbul dianggap sah dengan memskal ucapan yeng
bisa menyampaikan kepada kerjasama pernisgaen (mudha
rabah, gqiradl, muamalah) atau semisalnya,karena yang
dimaksud adalalh pengertian yang dikehendaki, yuang
demikian itu bisa dicapai dengan se biap ucapan
Yang bisa menun jukkan kepadanya, olelh sgebabh 1tu
dianggap dalam mudharabah itu suatu cars yang saling
memberi dan menerima modal dan selanjulnya ia me-
lakukan kewajiban dengan modal itun tanpa adanya uea
pan: aku telah menerima, cara demikian ibu dianggap
sah (Abdurrahman Aljaziri 111: 42) .

Begitu pula pendapat Sayyid Sabiq, bahwa ijab
qabul itu tidak disyaratkan dengan lafadh tertentu
tapi dianggap sempurna dengan bentuk apa  snja yang
bisa menun jukkan kepada makna mudharabah (Bayyiad
gabiq IT1, i983: 213).

Sehubungan dengan masalah ini terdapat satu

kaidah yeng berbunyi :
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"Yang dianggap berlaku dalam akad-akad transaksi
adalah maksud-maksud dan makna-makna transaksl 1itu,
bukan lafadh dan bentuk-bentuknya" {(Drs. Miftahul
Arifin, Drs.A.Faishal Haq, 1993: 87).

Secara rasional akad yang dilakukan BM1
dibenarkan, karena BMI sebagai lembaga keuangan
dalam mengoperasionalkan produknya diperlukan efisi-
ensi, sebab yang ditangani BMI tidak hanya satu dua
nasabah melainkan banyak sekali, sehingga bentuk akad
nya tidak disyaratkan satu bentuk saja. Dan agnma
Islam tidak mempersulit tetapi mempeimudah uma inya
untuk memililh dan menerapkan akad bermuamalah asalkan

menimbulkan kemasiakhatan bagi umat manusia.

Firman Alloh dalam S. Al Bagoroh (2): 185

/’.

St A Al
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Artinya: "Alloh menghendaki kemudahan bagimu dan ti-
dak menghendaki kesukaran bagimu" ( Depag
RI, 1989: 45} . -
S. Al Hajj (22): 87
| .
; ) \
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Artinya: "Dan Dia {(Alloh) sekali-kali tidak wenjadi
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kan untuk kamu dalam agama suaiu késempjtan“
(Depag RI, 1989: 523) ,

Berdasarkan beberapa pendapat gerta uraian
di atas, maka dapat disimpulkan bahwa akad mudharabsh
yang dilskvukan di BMI sesuai dengan pendapat para
ulama' dalam kitab-kitab figh.

Setelah BM1 melaksanakan akad mudharabal dengan
debitur (depognan) terjadi akad mudharabah lagi dengan
‘.kreditur (pemakail dana) yang mana dalam hal ini BMI
bertindak sebagai shahibul Mal (pemilik modal) sedang
kreditur ssbagai mudharib. Dengan demikian berarti BMI
telah memudharabahkan harta mudharabah.

Sehubungan dengan masalah ini, Sayyid BSabiq
berpendapat bahwa pelaksana mudharabah (mudherib) (i-
dak boleh memudharabahkan harta mudhﬁrabah, bila hal.
ini terjadi dianggap sehagai pelanggaran (Bayyid Sabiq
111, 1987%: 214Y.

Sedangkan menurut pendapat Imam Hansfi, laliki
dan Hambali, bils hal tersebut dilakukan tanpe iszin
pemilik modal maka hukumnya batal, tetapi bila déngan,
izin pemilik modalimaka hukumnya sah, dengan herkewa-
Jiban menjamin jika terjadi kerugian dan' jika untung

maka pembagiannya menurul persyaratan pemilik harta.

Tapi Imam Syafi'i berpendapat bahwua mudharib

yang bekerjasama dengan-pihak lain dengan izin pewilik
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modal maka ada dua pendapat, yang pertama mengatakan
sah dan vang kedua batal., Pendapat yang kedua inilah
dianggap oleh Syafi'iyah sebagail pendapat yang paling
kuat (Abdurrahman Al Jaziri 3: 59)-

Jumhur Fuqoha' Amshar tidak memperselisihkann
bahwa apsbila pihak yang bekerja menyerahkan modsl
kepade pihak lain, maka pihak pekerja yang nertama
harus menanggung kerugian (yang terjadi di tangan e
kerja yang kedua). Apabila memperoleh keuntungan 5
maka pembagiannya berdasarkan syara t yang ditentukan
nya (Ibnu Rasyd 3, 1990: 244) -

Adapun pendapat Abi Zakariya Al Anshary bahwa
Pelaku qiradl yang bersekutu dengan pihak lain dalam
pekerjaan dan laba, maka tidak sah. Dan pelaku kedua
yang mengegunakan modal tanpa izin pemiliknya , maka
termasuk ghagab (Abi Zakariva Al Anshary 1 : 241) -

Sehubunsan dengan magalah ini, seseorang yang
mendepositokan uangnya di BHMI otomatis dia tahu ltalam
nangnya itu disalquan pada produk pembiayaan mudha-
rabah, hal ini berérti dia rela kalau uangnya itu di
gunakan oleh BMI untuk bekerjasama dengan orang lain
dalam akad mudharabah juga.

Dan telah diketahui bahwa aksd mudharabah me-
rupakan akad mutlak, dalam artian debitur memberikan

kekuasaan penuh kepada BMI untuk méngolah uang yang

telah dipercayaken padanya, sehingga bila kreditur
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labanya berlimpah maka debitur dan BMI merasakan
akibatnya demikinn juga sebaliknya.

Memang agnk bherbeda pada zaman pra dan avwal
Fslam, dimana mudharahah dilakukan secara gederhana
antara dua pihak shahibul Mal dan mudharib, dalam
aktifitas bisnis modern seperti sekarang ini mudhara-
bah dilakeanakan melalui doeble step proccesd, delam
hal ini BMI sebagai mudharib bagi deposan dalam waktun
yang sama sebagal shahibul Mal bagil kreditur.

Dengan demikian penerapan akad di atess sespual
dengsn pendapat Imam lannfi, Maliki dan Hambali Jjuga

jumhur fugoha® Amshar.

Berdasarkan uraian di atas maka kedua nkad
yang berlangsung di BM1 tidak batal, karena keduanya
sama-sama mengun bungkan kedua belah plhak den tidak

ada pihak dirugikan atan dieksploitacl. Sesual dengan
tujuan pokok hukum jslam yaitu untuk menarik/ mencari
kemaslakbhatan dan menolak/ menghindari kerusakan.

CIVRIPRTPN PY PR RS

2. Bentuk Perjanjian Deposito Mudharabah

Bentuk perjanjian deposito mudharabah berupa
perjanjian bagi hasil yang dilakukan secara tertulis,
ini dimaksudkan untuk menghindari adanya seavsia yang
tidak diinginksn terjadi di kemudian hari anlara ke«

duz belah pihak. Penulisan perjanjian ini cokap dlila
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kukan oleh nasabah saja, dan kalau sekiranya pihak
BMI ingin mengetahui perihal perjanjiannya, sewaktin
waktu dapat melihat catatan yang ada. Berarti dalam
hal ini tidak ada pihak yang merasa kehilangan keper
cayesn. Hal ini Sesuai dengan perintah Alloh SWT

bahwa kita diperintahkan untuk mencatat bila mengada

kan muamalal.

Pirman Alloh S. Al Baqoroh (2)s: 282
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Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apahila kamu
bermuanalah tidak secara tunsi untuk wakta
vang ditentukan, hendaklah kamu menuvlisnya.

Dan hendaklah seornng penulis diantara kama

menuliskannya dengan benar"(Depag RI,1989:70)*

Penulisan perjanjien nisbah bagi hasil ini ’
nasabah tingegal mengisi svrat perjanjian yang telah
disediakan oleh BMI dan ketentuan besarnya sudah ada
ketetapan dari BMI fang secara dhahir tanpa adanya
persetujuan terlebih dahulu. Namun bila diteliti lebih
Jauh nasabah mengikuti musyawarah dalam menentukan be-
sarnya nisbah hagi hansil pada waktu pembukaan rekening
dan karena keikutsertaan nasabah dalam pembukaan reke
ning berarti nasabah menyetujui segala perjanjian yang

diperlukan dalam pembukaan rekening dan bertanggung ja

b
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wab dengan gegala resiko yang bakal terjadi.
Berbicara masalah jangka wektu deposito mudha

rabah yang ada di BMI (1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan

12 bulan), hal ini bertentangan dengan pendapat Ibnu

Hazm yang mengatakan
|
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"Pada dacsarnya tidak boleh giradl dengan tengeeng
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waktu tertentu, keeunali ada nash atau ijma
(Ibnu Hazm 5, tth: 247).

Demikian juga pendapat Ibnu Rusyd, bahwa jum-
hur fuqoha' tidak membolehkan qiradl dengan tenggang
vaktu tertentu, karens adanya unsur penyempitan texr
hadap pihak yang bekerja, yang mana hal itu bisa me-
nambahkan kesamaran (Ibnu Rusyd 3, 1990: 238).

Tapi dijelaskan dalam kitadb Bidayatul Mujtahid
bahwa Imam Abu Hanifah membolehkan adanya penentuan
(pembatasan) waktu karena mereka menyamakan giradl
dengan Ijaroh (séwq menyewa) .

Alasan jumhur fuqoha' yang tidak membolehkan
tenggang waktu itu karena adanya unsur penyempitan
terhadep pihak yang bekerja. Padahal dalem praktek
mudharabah sebagaimana yang dilakukan di BMI sekarang

ini tidak ditemukan adanya unsur penyempitan terhadap

pihak yang bekerja. Karéna BIY dalam menyalurkan dana



nya kepade kreditur untuk pembiayaan suatu proyek usa
ha tidsk membatasi delswm tengpang waktu tertentu.
Maksudnya, jangka waktu pembiayaan suatu proyek usaha
tersebut berdasarkan musyawarah antars kreditur dengan
BMI pada waktu permulaan akad.

Dengan demikian maka pihak yang bekerja merasa
lebih leluasa dalam menjalankan usahanya tanpa adanya

suatu tekanan masalah jangka waktunya.

B. Tata Cara Bagi Hasil

Sistem ‘r-'a;;:i_ hasil yang diterapkan BMI berdasar
kan pada keuntungan akhir bukan pada ketetapan awal.

Berbeda dengan bank konvensional, untuk lebih memudah
kan dalam pemahaman, berikut ini dibuat perbandingen
antara deposito Bank Muamalat/ bagi hasgil dengan depo
sito bank konvensgional, misalnya ¢

kasus 1: deposito berjangka bank muamalat.

Bapak A memililki Deposito di BMI Rp. 1.000.000
dengan Jjangka wz2ktu 1 bulan. Nisbah bagi hageil antéra
deposan dengan BMI 70% : 30%. Diasumsikan total dana
deposito Rp. 250.000.000, dan keuntungan yang dipero-
leh untuk danz deposito sebesar Hp. 6.000,000. Berapa

keuntungan yang diperoleh hapak A?



58

Nominal deposito nasabah
- x laba dep/bln x nbh = bhn

Total dana deposito BMI

Rp. 1.000.000
esaearemeee X Rpe 6.000,000 x 70% = Rp. 16.800

me.QS0,0ﬂG.DCC (sebelum pajak)

kasue 2: deposito berjangka bvank konvensionzal

Pada tanggal 1 Desember Bapak B membuka deposi
to Rp. .000.000 dengan jangka waktu 1 bulan, dengan
tingkat bunga 15%/ tahun. Berapa bunge yang diperoleh

bapak B?

Bunga 1 bulan = Jumlah deposito x 31 hari X 15%

o - p— e i AR S —

765 hari

Rp. 1.000.000 x 31 hari x 15%

365 hari

i

Rp. 12.740

Dari contoh di atas dapat disimpulkan bahwa pa
da Bank Muamalat/ bagi hasil, besar kecilnya laha yang

diperoleh deposan tergantung pada :
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-~ pendapatan bank

- nisbah ba#i hasil antara deposan dan bank

-~ nominal deposito nasabah

Sedang kalau dibandingkan dengan bank Konvensio
nal yang selam& ini masih menjadi kontrofersi urat
Islam adalah ¢
- tingkat bunga yang berlaku

- nominzl deposito nasabah

Dengan perbandingan tersebut di atas pade hank
Muamalat/ bagi hasil terdzpat unsur ketidakpastian )
karena laba/ keuntungan yang diperoleh nasabah sangat
tergantung pads pendapatan bank, berbeda dengan bank
Konvensional bunga tein? ditetapkan oleh bank, namum
nilai nominalnya berdasarkan pada uvang pokoknya, jadi
nilai bunga itu sudah ada ketetapan dari awal bidak
menghiraukan bank itu untung atau rugi. Unsur tambahan
inilah yang disebut bunga dan sebagian ulama' masih

berbeda pendapat dalam menentunkan hukumnya.

Nisbah (prosentase) bagi hasil pada Deposito
Mudharabah di Bank Mﬁama]at Indonesia ditentukan pada
caat menandatangani surat perjanjian, misalnya 7T70%:30%,
65%:35%, 57%:43% dan sebagainya.

Sehubungan dengan hal ini Sayyid Sabiq berpenda
pat bahwa keuntungan yeng menjadi milik pekerja dan pg
milik modal jelas prosentasenya, seperti setengah, se-

pertiga, atau seperempat (Sayyid Sabiq II1I,1983: 913 )
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Di dalem kitab Fathul Mu'in dijelaskan :

(4 2 Lolma) g 1 61(5 58 2500 )
Al g eadS

"Dan disyaratkan pula, hak keuntungan itu diketahui
bagiannya, misalnya setengah bagian atau secpertigf-

nya" (Zainuddin Al Malibary, tth: 79).

Adapun pendapat Muhammad Muslebhuddin, bahwa bg
-gian mudharib dalam keuntungan haruslah ditentukan dan
dijelaskan dalam bentuk, vumpamanya 1/2 atau 1/4 dari
keuntungan. Perjanjian akan batal sekiranya baglian
mudharidb dijelaskan dalam bentuk lain, umpamanya § 20
dari Jumlah keuntungan, karena ada resike di dalamnya
(mungkin uvntung tidak sampai sebanyak itu) (Muhammad

Muslehuddin, 19/1:66)

Begitu juga pendapal Muhammad bin Qosim Al Gho

zy bahwa bagian nmil (pelaku usaha) harus ditentukan,
misalnya setengah atau cepertiga dari keuntungan
(Muhammad bin Oosim Al Ghozy.,, tth: 37).

Berdasarkan praktek bagi bhasil yang diicrapkan
BMI pada produlk deposito mudharabah dan beherapa pen-—
dapat para ulama' dalam kitab-kitadb fiqh, maka dapat
dapat disimpulkan bahwa Bank Muamalat Indonegia benar-

benar menggunakan sistem mudharebah seperti yang dike

mukakan oleh para vlama' dalam kitab-kitab fiqh.
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C. Penangeungan Kerugian

Apabila kreditur (pemakai dana) mengalami keru
gian di dalam menjalankan usahanya, dan kerugian ter

sebut merupakan konsekvensi bisnis (bukan kelalaian

atau penyelevengan kreditur) maka pihak penyedia dana
(BMI) akan menanggung kerugian tersebut, dan pihak

pengusaha (kreditur) akan mcnanggung kerugian berupa
tenaga, managerial skill, waktu serta nisbah bagi ha-
sil yang akan diperolehnya.

Sehubungan dengan masaleh ini, Jumhur Tuqoha'
Amshar bherpendapat bahwa apabila pihak yang bekerja
menyerahkan modal kepada pihak lain, maka pihak pekexr

ja pertama harus menanggung kerugian (vang terjadi 4di

tangan pekerja yang kedua) (Ibnu Rusgyd 3, 1990: 244).

pendapat lain dalam masalah ini yaitu pendapat
Sayyid Sabiq bahwa jika terdapat keuntungan maka untuk
pemilik modal dan Jika terjadi kerugian maka kerugian
tersebut juga menjadi tanggung jawabnya. Karens si
pelaksana tak lebih dnyi secrang bayaran (ajir) dan
seorang bayaran tidak terkena kewajiban men jamin ,
kecuali jika hal itu disengnja (Sayyid Sabiq III ’
1983: 215).

Adapun pendapat Hamzah Ya'lkub, bahwa apabhila
usaha mudharabah menghasilkan keuntungan maka dibagi

lah keuntungan itu sebaliknya apabila usaha mengalami
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kerugian maka keduanyapun menerima resiko kerugian.
Pembagian kerugian ini ialah pemilik modal menderita
karena berkurangnya modal sedang pelaksana rugi dalam

bentuk tenaga (Hamzah Ya'kub, 1986: 269) -

-

Tiga pendapat di atas sepintas memang berbeda.
Jumhur fuqoha' mengatakan bahwa penanggungan kerugian
ada di tangan pekerja pertama, dalam arti pihak pekeX
ja kedua tidak menanggung kerugian yang terjadi karena

usaha yang dijalankannya. ¢

edang Sayyid Sabiq mengata

kan bahwa si pelaksana tidak lebih dari seorang baya
ran (honorer), hal ini berarti si pelaksana dalam mep
jalankan usahardya baik untung ataupun rugi tetap

mendape tkan bavaran. Tapi sebenarnya yang ditekankan
dalam pendapat ini adalah masalah penanggungan kerugi
annya. Adapun Hamzah Ya'kub mengatakan bahwa untung

va usaha mudharabah dirasakan oleh kedua

atau rugin
pihak (pemilik modal dan pelaksana usaha), hanya saja
Hamzah Ya'kub menerangkan lebih jelas bahwa pembagian
kerugian tersebut  adalah pemilik modal menderita ka
rena berkurangnya mddal, sedang pelaksana rugi dalam

bentuk tenaga.

Dari tiga pendapat di atas terdapat persamaan
vyaitu bahwa pelaku usaha atau pelaksana mudharabah ,
tidak terkena kewajiban menaggung kerugian dalam ben

tuk modal.
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Demikian pula yvang terjadi di BMI Jakarta '
bahwa apabila pemakai dana di dalam menjalankan usa-
hanya mengalami kerugian, maka dia tidak menanggung
kerugian tersebut, selama hal itu tidak disengaja.

Rerdasarkan uraian di atas maka dapat disimpul
kan bahwa penangcungan kerugian pada akad mudharabah
yang diterapkan di BMI Jakarta tidak bertentangan

dengan pendapat para ulama'.



